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PEKERJA



MASALAH YANG SERING 

DIHADAPI PENGUSAHA -

PEKERJA

• MASALAH GAJI/UMR

• MASALAH KESEJAHTERAAN

• MASALAH PEMUTUSAN HUBUNGAN 

KERJA

• TUNJANGAN SOSIAL DAN KESEHATAN

• KELANGKAAN LAPANGAN KERJA



TUJUAN PEMBANGUNAN 

KETENAGAKERJAAN 

PASAL 4:

a. Memberdayakan dan mendayagunakan 
tenaga kerja secara optimal dan manusiawi

b. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja 
dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai 
dengan kebutuhan pembangunan nasional 
dan daerah

c. Memberikan perlindungan kepada tenaga 
kerja dalam mewujudkan kesejahteraan; dan

d. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan 
keluarganya.



PELATIHAN KERJA

PASAL 18:

1. Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja 
setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga 
pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta atau 
pelatihan ditempat kerja.

2. Pengakuan kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) dilakukan melalui sertifikasi kompetensi kerja.

3. Sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(2) dapat pula diikuti oleh tenaga kerja yang telah berpengalaman

4. Untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja dibentuk badan 
nasional sertifikasi yang independen

5. pembentukan badan nasional sertifikasi dalam ayat (4) diatur 
dengan peraturan pemerintah.



PERJANJIAN KERJA

PASAL 51:

• (1) Perjanjian kerja terjadi karena adanya 

perjanjian kerja antara pengusaha dan

pekerja/buruh.

• (2) Perjanjian kerja yang dipersyaratkan 

secara tertulis dilaksanakan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku.



PASAL 52

• (1) Perjanjian kerja dibuat atas dasar :

• a. kesepakatan kedua belah pihak;

• b. kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;

• c. adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan

• d. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan 
ketertiban umum,

• kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

• (2) Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan 
dengan ketentuan

• sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b dapat 
dibatalkan.

• (3) Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan 
dengan ketentuan

• sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan d batal demi 
hukum.



PASAL 54

• (1) Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya 
memuat :

• a. nama, alamat perusahaan dan jenis usaha;

• b. nama, jenis kelamin, umur dan alamat pekerja/buruh;

• c. jabatan atau jenis pekerjaan;

• d. tempat pekerjaan;

• e. besarnya upah dan cara pembayarannya;

• f. syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha 
dan

• pekerja/buruh.

• g. mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;

• h. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan

• i. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.



PASAL 64

• Perusahaan dapat menyerahkan sebagian 

pelaksanaan pekerjaan kepada 

perusahaan lainnya melalui perjanjian 

pemborongan pekerjaan atau penyediaan 

jasa pekerja/buruh yang dibuat secara 

tertulis.



(1) Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dilaksanakan melalui 
perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis.

(2) Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama;

b. dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan;

c. merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan; dan

d. tidak menghambat proses produksi secara langsung.

(3) Perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus berbentuk badan hukum.

(4) Perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh pada perusahaan lain sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya sama dengan perlindungan kerja dan syarat-syarat 
kerja pada perusahaan pemberi pekerjaan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku.

(5) Perubahan dan/atau penambahan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih 
lanjut dengan Keputusan Menteri.

(6) Hubungan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur 
dalam perjanjian kerja secara tertulis antara perusahaan lain dan pekerja/buruh yang 
dipekerjakannya.

(7) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dapat didasarkan atau perjanjian kerja 
waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu apabila memenuhi persyaratan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.

(8) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak terpenuhi, maka 
demi hukum status hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan penerima pemborongan 
beralih menjadi hubungan kerja pekerj/buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan.

(9) Dalam hal hubungan kerja beralih ke perusahaan pemberi pekerjaan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (8), maka hubungan kerja pekerja/buruh dengan pemberi pekerjaan sesuai 
dengan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (7).

PASAL  65



PERLINDUNGAN, PENGUPAHAN 

DAN KESEJAHTERAAN



PEKERJA ANAK

Pasal 68

Pengusaha dilarang mempekerjakan anak.

Pasal 69

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak

yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun

untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan

kesehatan fisik, mental dan sosial.

(2) Pengusaha yang memperkerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan :

a. izin tertulis dari orang tua atau wali;

b. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;

c. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;

d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;

e. keselamatan dan kesehatan kerja;

f. adanya hubungan kerja yang jelas; dan

g. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, b, f dan g dikecualikan

bagi anak yang bekerja pada usaha keluargan



PEREMPUAN

Pasal 76

(1) Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun

dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.

(2) Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut

keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselaman kandungannya maupun

dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.

(3) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00

sampai dengan pukul 07.00 wajib :

a. memberikan makanan dan minuman bergizi; dan

b. menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja

(4) Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh

perempuan yang berangkat dan pulanag bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan

pukul 05.00

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan

Keputusan Menteri.





WAKTU KERJA

Pasal 77

(1) Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja.

(2) Waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) 
minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau

b. 8 (delapan) jan 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jan 1 (satu) 
minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

(3) Ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak 
berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu.

(4) Ketentuan mengenai waktu kerja pada sektor usaha atau pekerjaan 
tertentu sebaimana dimaksud dalam ayaat (3) diatur dengan 
Keputusan Menteri.



WAKTU ISTIRAHAT

Pasal 79

(1) Pengusaha wajib memberi waktu istirahaat dan cuti kepada pekerja/buruh.

(2) Waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :

a. istirahat antara jam kerja, sekurang-kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) 
jam terus menerus dan waktu istirahaata tersebut tidak termasuk jam kerja;

b. istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 2 (dua) 
hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

c. cuti tahunan, sekurang-kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja/buruh yang 
bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus; dan

d. istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan dan dilaksanakan pada tahun ketujuh dan 
kedelapan masing-masing 1 (satu) bulan bagi pekerja/buruh yang telah bekerja selama 6 
(enam) tahun secara terus-menerus pada perusahaan yang sama dengan ketentuan Pekerja 
/buruh tersebut tidak berhak lagi atas istirahata tahunannya dalam 2 (dua) tahun berjalan dan 
selanjutnya berlaku untuk setiap kelipanan masa kerja 6 (enam) tahun.

(3) Pelaksanaan waktu istirahat tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c diatur dalam 
perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

(4) Hak istirahat panjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d hanya berlaku bagi 
pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan tertentu.

(5) Perusahaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur dengan Keputusan Menteri.



Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Pasal 86

(1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :

a. keselamatan dan kesehatan kejra;

b. moral dan kesusilaan; dan

c. perlakkuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai

agama

(2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja

yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja

(3) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 87

(1) Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan 
kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.

(2) Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamaatan dan kesehatan

kerja sebagaimana dimaksaud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.



PENGUPAHAN
Pasal 88

(1) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan

yang layak bagi kemanusiaan.

(2)  Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi 
kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah menetapkan 
kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh.(3) Kebijakan pengupahan 
yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi :

a. upah minimum;

b. upah kerja lembur;

c. upah tidak masuk kerja karena berhalangan;

d. upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya;

e. upah karena menjalankan hak eaktu istirahat kerjanya;

f. bentuk dan acara pembayaran upah;

g. denda dan potongan upah;

h. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;

i. struktur dan skala pengupahan yang proporsional;

j. upah untuk membayaran pesangon; dan

k. upah untuk perhitungan pajak penghasilan.

(4) Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)

huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas 
dan pertumbuhan ekonomi.



KESEJAHTERAAN

Pasal 99

(1) Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial

tenaga kerja.

(2) Jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 100

(1) Untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja/buruh dan keluarganya, pengusaha

wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan.

(2) Penyediaan fasilitas kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

silaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pekerja/buruh dan ukuran

kemampuan perusahaan.

(3) Ketentuan mengenai jenis dan kriteria fasilitas kesejahteraan sesuai dengan

kebutuhan pekerja/buruh dan ukuran kemampuan perusahaan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Pemerintah.



Lembaga Kerja Sama Bipartit

Pasal 106

(1) Seetiap perusahaan yang mempekerjakan 50 (lima puluh) orang 
pekerja/buruh atau

lebih wajib membentuk lembaga kerja sama bipartit.

(2) Lembaga kerja sama bipartit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berfungsi

sebagai forum komunikasi, dan konsultasi mengenai hal ketenagakerjaan di

perusahaan.

(3) Susunan keanggotaan lembaga kerja sama bipartit sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (2) terdiri dari unsur pengusaha dan unsur pekerja/buruh yang 
ditunjuk oleh pekerja/buruh secara demokratis untuk mewakili kepentingan 
pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan.

(4) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan dan susunan keanggotaan 
lembaga kerja sama bipartit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat 
(3) diatur dengan Keputusan Menteri.



Peraturan Perusahaan

Pasal 108

(1) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja /buruh 
sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib 
membuat peraturan perusahaan yang mulai 
berlaku setelah disahkan oleh Menteri atau Pejabat 
yang ditunjuk.

(2) Kewajiban membuat peraturan perusahaan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak 
berlaku bagi peruahaan yang telah memiliki 
perjanjian kerja bersama.



MOGOK KERJA

Pasal 137

Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan serikat 
pekerja /serikat buruh dilakukan secara sah, tertib dan 
damai sebagai akibat gagalnya perundingan.

Pasal 138

(1) Pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh 
yang bermaksud mengajak pekerja/buruh lain untuk mogok 
kerja pada saat mogok kerja berlangsung dilakukan 
dengan tidak melanggar hukum.

(2) Pekerja/buruh yang diajak mogok kerja sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1),dapat memenuhi atau tidak 
memenuhi ajakan tersebut.



Penutupan Perusahaan (lock-out)

Pasal 146

(1) Penutupan perusahaan (lock-out) merupakan hak dasar 
pengusaha untuk menolak pekerja/buruh sebagaian atau 
seluruhnya untuk menjalankan pekerjaan sebagai akibat 
gagalnya perundingan.

(2) Pengusaha tidak dibenarkan melakukan penutupan 
perusahaan (lock-out) sebagai tindakan balatan 
sehubungan adanya tuntutan normatif dari pekerja/buruh 
dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.

(3) Tindakan penutupan perusahaan (lock-out) harus 
dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.



PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 150

Ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja
dalam undang-undang ini meliputi pemutusan
hubungan kerja yang terjadi di badan usaha yang
berbadan hukum atau tidak. Milik orang
perseorangan, milik persekutuan atau milik badan
hukum, baik milik swasta maupun milik negara,
maupun usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain
yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan
orang lain dengan membayar upah dan imbalan
dalam bentuk lain


